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FERTAMA : Semua

~ pirhak yang boerkepentingan dalam melaksanakan
) ketentuan-ketentuan yang Ltercantum pada  Keputusan
Pl{}r\f.({f‘l U Nomor AL/KFTS/Z192046 dawajibkan  menqgi -
Kuta dan mentaaty Fetun)yuk Felaksanaan Ketentuan

Foengaman an :

Sungar alam Habungan Dengan Fenambangan
Hahan Gal i an Golongeo C dy sangar Sebagan toer cant o

Pada lamprran Heputeaan 1na .

B DUA | Dalam mel aksanal an lkoordirnas dan Feterpaduan
pelaksanaan Kepoutusan Mentoer Fu Nomor
A58/KFTS/719884, Direklur Jenderal Fengalran diban:
tu oleh Staf Ahly Mentery U BHidang Fengembangan
Fercungal an.
S Menunjuk Direktur Sungay untuk melaksanakan  pem-
binaan dan pemantauwan pelaksanaan Feputusan
Menteray FU Nomor @ ASB/KFTS/19286.
: FETIGA : Dalam hal terjad peskembangan khusus yang berkaltan
] dengan keputusan i1ni, Direktur Jenderal Fengalran
- dapat mengusul kan kepada Mentera U untub

mengaturnya secara toersendiri.

FEEMFAT : Hal -hal yang belum -ukup diatur dalam keputusan 1n)

aban dratur kemudlan.

|
l
k KELIMA : heputusan 1n1 mulair berlaku pada tanggal ditetaprkan,
| dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
’1 terdapat kekeliruan dalam keputusan 1n1 akan diada-
{
|
i
|
!
|
l

kan perubahan dan pe-baikan sebagaimanan mestinya.

TEMBUSAN

lleputusan 1n1 disampalkan kepada Yth.

1. Menteri1 Dalam Negeri
2. Menteri Pertambantan dan Energi.
3. Menteri Negara KLIH.
. 4. Menteril Pekerjaan Unum.
} 5. Para Gubernur Kepaela Daerah Tingkaf 1.
| 6. Sekretaris Jender:l Departemen Peker jaan Umum.
| 7. Inspektur Jenderal Departemen Fekerjaan Umum.
1 8. Direktur Jenderal Hina Marga.
! Q2. Direktur Jenderal Cipta Karya.
10. Kepala Balitbang Departemen Fekerjaan Umum.
| i1. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan
| Umum.

12, Staf Ahla Menteri FU Bidang
Fersungalian.

13. Staf Ahli Menter: FPU Bidang Fengembangan Irigas:.

14. Staf Ahli Menterar FU Bidang Koordinasi Fengaturan

15. Sekretaris Direktcrat Jenderal Fengairan.

16. Para Direktur dilingkungen Direktorat Jender al
pengailran.

Pengembangan

AV



17.
18.
19.

20,

24,

R

Kepala Biro Hukum Departemen Feker jaan Umum.
Kepala Biro Ferencanaan Departemen Peler jaan umum.
FKepala Earo Hyno sar ana Ferusahaan Departemen
Feler jaan Umom.

bepala ERERN vl v b an [Dan Fengembangan
Fengarean, ;

Fara Lepala Dinas 7 Fropins: Daty .

Direks) feram Otorita Jatylubar,

Fara Bupat) /Walikatamadya Fepala Dacran 16, 11,
Fara Femimpin Fitaoyek dilingtungan Direktorat
Jenderal Fengarrcarn.
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PLTUNJUL FELAESANAAN KL TENTUAN PENGAMANAN SUNGA]

DAL AN MUBLINGAN DENGAN FE I AMDIANGAN BAHAGH GAL T AN
LOUONGAN 1T SUNGAT

Dalam  rangka pelaksanaan pembangunan dibutuhkan berbagai bahan
bangunan antara lain berupa bahan galian golongan C 3 terdir
dari1 batu

§ PasiIr dan sirtu. Fahan bangunan tersebut antara la:in
ciperoleh dari hasi) penambangan ang dilakukan di sungai-sungea:

semakiln meanghatnya
menyinglkat Jan

“ﬁiﬁuguu C i

laju pembar qunan mengakibathan semali1n
meluasnya Fegratan  penambangan bahan galian
“ungal =sungal yarg menimbulkan dampal negat:¢
Berupa kerusal an-kerusakan atas bclestar: an sungair dan  bangunan-
bangunan sunga) sebhagar alkibat dara perubahan mor folog: dan sifat
aliran  cunqga . Fada saat 1n1 berbagai sungair di1 Indonesia sudahn
mengal am) hondi s kritis  yanqg elanjutnya dapat membahayalan
kelestarian lingkungan. Usah¢-usaha untuk merehabilitas:
kerusakan—kerusakan tersebut memer lukan biraya yang tidak sedikit

Untuk menjaga kelestarian funga: sungal dan bangunan-bangunan
suUnNgan sebagairmana diamanatkan ¢ \|eh Undanq—undang Nomor 2 11
Tahun 1974 tentang Fengairan dan Undang-Undang Namar : g

1962 tentanqg polok-pokolk Fengelclaan Lingkungan Hidup, perlu
ditingkatkan usaha pengamanan suncar terhadap dampak negatif dar:
reglatan penambangan bahan galian golengan C di

Tahur

sungai .
Usana pengamanan Lersebut padec dasarnya berupa penertiban
regratan pénambangan bahan galian golongan C di sungay mulaiy dar,
relengkapan perayaratan-persyarctan untuk permohonaan SIPD,

penylapan rekomendas) teknis yang memuat antara lain persyaratan-
perayaratan teknis tentang pelak<anaan penambangan, pengawasan
prieksanaan serta  pembinaan  untuk terpenuhinya persyaratan-
rersyaratan telnres yang telah ditetapkan.,
Guna Ltercapainya tujuan tersebul diatas, telah terbit surat
Keputusan Menteri Peker jaan Umune Nomor 1 458/KPTS/1986 yang
mengatur mengenat ketentuan  pergamanan sungail dalam hubungan
dengan  penambangan bahan galian colongan C da sungail . Ketentuan
tersebut perlu ditindak lenjutl dengan Petunjuk Pelaksanaaqg yang
rAng merupalan pedoman baqa
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# Dalam keputusan

Dalam menyiapkan rekomendasl teknis untuk kegiatan

Aparat  Pekerjaan Umum/Badar. Hukum tertentu dilingkungan
Departemen Pekerjaan Umum dalam menyiapkan rekomendasy teknis

dan melakukan kegiatan pengawasan serta pembinaan ;
Aparat Pemerintah

Daerah dalam menyiapkan dan menerbltkan SIFD
dan melakukan

kegiratan pengawauan serta pembinaan.

Pengusaha
pelaksanaan
sungaai .

pertambangan dan pertambangan rakyat dalam rangka
kegiatan penambanrjan bahan galian golongan C di

B A U 1]

KETENTUAN UMUM

ini yang dimaksud dengan

SIPD adalah Surat lzin Fertamnangan Daerah untuk penambangan
bahan galian golongan C di sunrai.

Rekomendasi Teknis adalah ketentuan—ketentuan teknis sebagai

hasil evaluasi yang dibuat oleh aparat teknis Pekerjaan Umum
yvang akan merupakan bagian dari SIPD dan harus diperhatikan
serta ditaati oleh pihak—-pihak yang berkepentingan dalam
kegiatan penambangan bahan galian golongan C di sungai.

Bangunan Sungal adalah barigunan vyang ber fungsui untuk

perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian air
dan sumber—-sumber air di sunga’.

Bangunan Pengaman Sungai adalali bangunan sungai yang berfungsi
untuk mengamankan sungai dalam rangka penambangan bahan galian
golongan C di sungai seperti bangunan pengontral dasar sungai,

bangunan penahan sedimen, krib,penahan tebing, tembok pengarah
arus.

Bangunan Umum adalah bangunan selain bangunan
kepentingan umum Yyang terdapat disekitar
jembatan, jalan kereta api dan talang air.

sungai - untuk
sungal seperty

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi
sungai, yang terendam air pada debit aliran
kapasitas tampung palung sungaj.

sepanjang palung
yang melebihi

B AB III

PERSYARATAN TEKNIS

penambangan
bahan galian golongan C di sungai harus benar-benar diperhatikan
aspek pengamanan sungal. Persyaratan teknis secara wumum yang
perlu '

diperhatikan adalah sebagai bLerikut



Lokasi Penambangan.

1.1. Penambangan diarahkan ke Jaerah-daerah aQIéggilfsed;'
mentasi tikungan dalam, baglran—baglan tertentu pada
sungal berjalin (braiding) dan daerah rencana sudetan

serta kantong-kantong pasir/lahar.

. g h
12+ Tidak diizimkan melatulian penambangan di daera
degradasi, tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungal

yang kritis serta diselitar bangunan—bangunan sungal pada
umumnya .

Fosisi Penambangan.

Jaralk posisi penambangan yang pasti terhadap suatu pangunan
sungai ditentukan oleh macam bangunan, Jjenis material dan

ketebalan lapisan perisai dasa- sungaui. *

Secara umum  jarak penambanjan terhadap bangunan sungal

ditentukan sebagai berihut

2.1. Lokasi penambangan yang berada disebelah hulu bangunan

sungai sekurang-kurangny.a berjarak 500 m dari bangunan
yang bersangkutan.

2.2. Lokasi penambangan yang lLierada disebelah hilir bangunan

sungai, sekurang-kurangny.. berjarak 1.000 m dari banggnan
yang bersangkutan. -

/—"

posisi penambangan terhadap suatu bangunan
sungal ditetapkan berdasarkan penelitian dan perhitungan,
baik kearah hulu dan hili- ataupun
melintang sungai.

2.3. Jarak pasti
kesamping pada arah

Kedalaman Penambangan.

Kedalaman penambangan tergantung dari beberapa faktor seperti
jenis material dan ketebalan lapisan perisai dasar

sungai,
geometrik sungai dan lain

sebagainya. Oleh karena 1tu
kedalaman penambangan vyang diperkenankan ditetapkan setelahn
diadakan penelitian dan perhitungan seperlunvya.
Bangunan Pengaman Sungai.
Untuk pengamanan sungai terhadap penambangan bahan galian
golongan C di sungai dapat <cdisyaratkan dibangun bangunan
Pengamanan

sungal seperti bangunan pengontrol dasar sungai,
krib, pengaman tebing.-

Dalam hal demikian pengusaha pertambangan diwajibkan melaksa

Nakan pembangunan bangunan pengaman sungai tersebut sesua:
dengan: persyaratan teknis SIPD. ‘

PE”QQunaan Peralatan.

Pﬁralatan yang akan digunalk.n

: dalam
ditetapkan jenis, Jumlah

Penambangan harus

dan kapasitasnya dbéngan
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mempertimbangkan antara lain

5.1. Jenis material bahan galian goleongan C | pasir, batu,
sirtu ).

5.2. Volume penambangan bahan galian yang dii1zifhkan per hara.

5.3. Geometrik sungai.

5.4

Kedalaman penambangan yang diizainkan.

Fenyajian Informasi Lingkungarn .

Fenambangan bahan galian golongan C oleh pengusaha per tambangan

wajlb dilandasi dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
untuk mengetahui dampak penting yang mungkin timbul yang
selanjutnya akan menetapkan perlu tidaknya dilakukan studi

dampak lingkungan sesuai deng.n Undang-undang Nomor : 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Fengelolaan Lingkungan

Hidup dan Peraturan Pemerintih Nomor
Analisis Mengenai Dampal: Ling! ungan.

B AL IV

TATA LIAKSANA

Fengajuan Permohonan SIFD.

A. Bagli Pengusaha Pertambangar. .

1. Usaha penambangan bahen galian golongan C di  sungaa
dapat dibagi sebagai berikut :
- Usaha penambangan besar, vyaitu yang melakukan usaha

penambancan dengan produksi lebih besar 100
dan dengan atau tanpa mesin.

- Usaha penambangan sedang, vaitu yang melakukan

: 29 Tahun 1986 tentang

m3/hari

usaha

penambangan denqgan produksi rata-rata antara 20 - 100

m3/hari dan tanpa mesin.

2. Usaha penambangan bahan galian gologan C oleh pengusaha

pertambangan wajib dilandasi dengan SIPD.

3. Pengajuan surat permohonhan SIPD, selain harus mengikuti
peraturan perundang-undingan vyang berlaku pada masing-

masing daerah, juga diatur sebagai berikut:

a. Surat permohonan SIPD untuk usaha penambangan besar

diajukan kepada Gubesnur KDH Tk. 1.

b. Surat permohonan. SiPD untuk usaha penambangan

Se—

dang,diajukan kepada Bupati(walikotamadya KDH Tk.II.

Dalam mengajukan surat permochonan SIPD
dimaksud pada angka 3., pengusaha
diwajibkan pada wak'u yang sama
tembusannya sebagail ber:kut :

sebagaimana
pertambangan
menyampaikan



3 “ bernur
4.1. Surat permohonan S:PD yang diajukan kepada Gu

KDH Tk. I. tembusarnya disampaikan kepada

Bupati/Walikotamadya KDH Tk. 11.

- Ka. Kanwil Departemen FPU

Kepala Dinas PU Lati 1.

-~ Kepala Cabang [inas PU/Kepala Cabang AR
Pengairan Dati I.

4.2. Surat permohonan SIPD yang diajukan kepada
Bupati/Walikotamady a KDH Tk. 11 tembusannya
disampaikan kepada

- Gubernur KDH Tk. I.

- Ka. Kanwil Departemen PU.

- Kepala Dinas PU Dati. 1. )

- Kepala Cabang Dinas PU/Kepala Cabang Dinas
Pengairan Dati I.

4.3. Surat permohonan SIPD yang menyangkut sungal yang
iberada dalam wilayah kerja Badan Hukum tertentu,
tembusannya diatur sebagai berikut :

a. Surat permohonan SIPD vyang diajukan kepada

Gubernur KDH Tk. I. tembusannya disampaikan
kepada

— Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II.
- Ka. Kanwil Departemen PU.
- Badan Hukum yang bersangkutan.

b. surat -permohon..n SIPD vyang diajukan
Bupati/Walikotamadya KDH Tk. 11,
disampaikanb kepada :

kepada
tembusannya

- Bubernur KDH TH. I.
- Ka. Kanwil Departemen PU.
— Badan Hukum yarg bersangkutan.

Surat permohonan SIPD selain harus dilengkapi dengan
data administrasi sesua:l dengan peraturan dan per
undang—undangan yang berléku pada masing-masing

daerah,
juga wajib dilampiri dergan data dasar sesuail dengan
ketentuan Bab IV Lampiran Surat Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor t 458/KPTS/19846 sebagai berikut .
5.1. Tata letak lokasi penambangan dalam hubungan dengan
tata letak bangunan sungai, jembatan dan bangunan
umum lainnya disekitar Wwilayah penambangan,
dituangkan dalam sebuah peta lokasi berskala 1
250.000. ‘ "

o
r

. Usulan luas dan batas-batas wilayah penambangan
certa lokasi prasarana  jJalan yang aca dan vang

khusus dibuat untuk keperluan kegiatan penambahgan,

3
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produksi kurang dari 20 m3 perhari

)

dituangkan dalam peta denah berskala l:l0.000.'

S.%. Rencana tentang tata letak operasil kegiatan
penambangan, sarana dan prasarana produksi, W
pembuangan limbah, tempat penimbunan bahan, artias-
batas pemilybkan tanah, lokasi bangunan pengamanan
Sungalr  yang dipcorlukan, dituangkan dalam peta
situasi berskala 1 : 1.000

2.4. Usulan kedelaman penambangan dengan menggambafkan

elevasi dasar sungai,tebal dan Jenis lapisan

perisal dasar sungal, dituangkan dalam gambar
sebagal berikut

a. Potongan memanjang dengan skala panjang 1:1.900

dan skala tingqga S 250 dengan jar.:
pengubaran S m.

b. Potongan melintang dengan skala panj)ang 1:500

dan skala tingg: L : 250 dengan jarak pengu-—
kuran 10 m.

5.5. Fradisain banguian pengaman sungai yang
diperkirakan akan fiperlulan.

9.6. Daftar peralatan yang akan dipergunakan (Jenis,
Jumlah dan kapasitas masing—-masing peralatan) yang
diperhitungkan berdasarkan keadaan lapangan, volume
penambangan dan cara-cara penambangan.

S5.7. Disamping data dasar tersebut pada angka el
sampai 5.6., suralt permohonan SIPD wajib dilengkapi
dengan Penyajian informasi Lingkungan (PIL) sesuai
dengan ketentuan d.lam Bab 1II angka 6.

Dalam hal-hal tertentu, misalnya data

dasar tidak
lengkap, atau permohonan

pertambangan ditujukan

pada
lokasi-lokasi yang dinyatakan ditutup atau dianggap
membahayakan bagi lingkungan, maka Gubernur KDH Tk. 1

atau Bupati/Walikotamacya KDH TK. 11 dapat langsung
menolak atau mengembal:ian untuk diperbaiki permohonan
SIPD yang bersangkutan tanpa menunggu rekomendasi teknis
dari aparat teknis. Dalam hal demikian, tembusan surat-
nya pada waktu vyang sama disampaikan pula kepada Ka
Kanwil Departemen PU, Ke¢pala Dinas PU Dati. 1 dan Kepala
Cabang Dinas PU/Kepala [Cabang Dinas Pengairan Dati.

I
atau Badan Hukum yang bcrsangkutan. ’

B. Bagi Pertambangan Rakyat.
Pertambangan rakyat untul usaha penambangan bahan galian
golongan C di sungai melaksanakan usaha penambangan dengan

dan tanmpa mesin.

Usaha penambangan bLahan galian golorgan C di sungai oleh
pertambangan rakyat wajib dilandasi dengan SIPD.
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2. Surat permohonan SIPD untuk pertambangan rakyat

diaju-

. ’ 1e F: tem-
kan kepada Bupati/Walixotamadya KDH Tk. II, dengan

busan disampalkan pada waktu yang sama kepada :
2
an Dati. TI.

2.2. Camat Kecamatan W layah yang bersangkutan.

2.1. Kepala Cabang Dinas PU/Kepala Cabang Dinas Fengair-

Kepala Cabang Dinas I"U/Kepala Cabang Dinas Penga;ran
Dati. I wajib melapork:n setiap bulan mengenal pengajuan
surat-surat permohonan $SIPD tersebut kepada Ka Kanwll

Departemen FU dea+ Kepala Dinas FPU Dati.]l yang bersang
kutan.

S. Khusus untuk sungai-surgai yang berada didalam wilayah
kerja Badan Hukum tertentu, tembusan surat permohonan

SIFD disampaikan kepadsa

Sels LALE kerja
bersangkutan.
3.2

. Camat Kecamatan Wilayah yang bersangkutan.

Badan Hukum yang bersangkutan wajib

bulan mengenai pengajuan surat-surat
tersebut kepada Ka.

bersangkutan.

melaporkan

4. Surat permohonan SIPD wajib dilengkapi

dengan
dasar sebagai - -beriku: :

yang ditunjuk dari Badan Hukum

permohonan
“anwil Departemen PU Dati.lI

yang

setiap
SIPD
yang

data

4.1. Sketsa denah lokas. penambangan, memuat antara lain
panjang bagian sunqai:yang akan ditambang, disertai

penjelasan nama-nama sungai,

Dukuh, Kampung, Desa,
Kecamatan, Kabupaten. '
i N
4.2. Jenis material yang akan ditambang.
4.3. Volume penambangar/hari dan jangka waktu penam-
bangan. i
4.4, Hal-hal lain yang cianggap perlu, antara lain jum-
lah tenaga kerja, tempat penimbunan.
5. Bila diperlukan aparat pemberi rekomendasi teknis wajilb
memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyiapan data
dasar sebagaimana dimakend pada angka 4.
2. Penyiapan dan Penyampaian Rekomendasi Teknis
2.1. Aparat Pemberi Rekomendasi Teknis
5 2.1.1. Rekomendasi teknis  untuk permohonan SIPD yang
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diajukan kepada Cubernur KDH Tk. 1 menjadi

tanggung jawab Kepala Dinas PU Dati.l.

Rekomnendas,

tebhnis untuk permohonan S 1L yang
drajukan kepada Bunati/Walikotamadyas RO 1V . 11
menjadi tanggung jawab FKepala Cabang Dinas

PU/Kepala Cabang Dinas Fengairan Dati. 1.

Rekomendas) teknis

untuk permohonan SI1FD yang
diajukan kepada

Gubernur KDH  Tk. L s maupun
Bupati/Walikotamdya KDH Tk. 11 yang menyangkut
sungai-sungal yang berada diwilayah ker)a Eadan

Hulkum tertentu, menjadi

tanggung Jjawab Badan Hukum
Yyang bersanghkutan.

Dalam memberikan revomendasi teknis, Kepala Dinas
FU Dati 1, Kepala Cabang Dinas PU/Kepala Cabang
Dinas Fengairan Dati 1 maupun Badan Hukum yang
bersangkutan dibanzu oleh unsur—-unsur pengairan
yang ada pada masing-masing unit kerja tersebut.

Fenyiapan Rekomendasi Teknis.

2

[')

bedt 2 L
225
2D

Rekomendasi teknis wajib disiapkan baik dengan

maupun tanpa surat permintaan resmi dari Gubernur
KDH Tk.1. atau BPupati/Walikotamadya KDH Tk. I1.
Berdasarkan tembusan surat permohonan SIPD vyang
diterima, maka Kepala Dinas PU Dati.l Kepala
Cabang Dinas PU/Ke¢pala Cabang Dinas Fengairan
Dati.1

atau Badan lukum yang bersangkutan
melakukan evaluasi atas data

dalam rangka penylap.an

segera
dasar/data teknis
relomendasi teknis.

Dalam pemberian rekcmendasi teknis, Kepala Dinas

PU Dati I , Kepale Cabang Dinas PU/Kepala Cabang
Dinas Pengairan Dati. I. atau Badan Hukum tertentu
selalu harus mempgerhatikan persyaratan teknis

sebagaimana tercantum pada Bab I11 ketentuan data
dasar dalam Bab 1ini.

Rekomendasi teknis dapat berupakan keberatan / pe-

nolakan atas permohcnan SIPD. Keberatan atau peno-
lakan didasarkan atus hasil evaluasi antara lain
sebagai berikut :

a. Surat permochonan SIPD tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan yang dipersyaratkan.

b. Akibat dari penambangan yang dimohonkan
diperkirakan aian menimbulkan kerusakan-
kerusakan yang membahayakan sungai atau

bangunan-bangunan sungal.

Chyampal an Rekomendasy fekars.

3



2.3.1 '}Ukrmnnwdaux teknis wajgib disampailkan kepada
Quhnrnur KDH Tk.1 atau ﬁupﬂtixwalikutnmndyu KDH .
TK.I1 dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan
. Q“ri tanggal diterimanya tembusan surat permohonan
SIPL.

2.3.2., Pada Waktu yang bersamaan dengan penyampalan
rekomendasy teknis wepada Gubernur KDH Tk. I atau

Bupati/Zwalikotamadya KDH Tk. 11, tembubannya wajyib
disampaikan pula

kenada pihak-pihak sebagai heri1-
kut

a. Rekomendasi teknis yang disiapkan oleh Kepala

Dinas PU Dati 1 untuk penerbitan SIPD oleh
Gubernur KDH Yk. 1, tembusannya disampaikan
kepada Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II. vyang
bersangkutan, ¥a Kanwil Departemen PU dan
Kepala Cabang l)inas PU/Kepala Cabang Dinas
Fengairan Dati 1. yang bersangkutan.

b. Rekomendasi teknis yang disiapkan oleh Kepala
Cabang Dinas PU.Kepala Cabang Dinas Fengairan
Dati I. untuk pernerbitan SIPD oleh Bupati/Wali-

kotamadya KDH Tk. 1I, tembusannya disampaikan
kepada Gubernur KDH Tk. I, Ka Kanwil Departemen
PU dan Kepala Dinas PU Dati 1. vyang bersangku-
tan.

c. Rekomendasi teknis yang disiapkan oleh Badan
Hukum tertentu untuk penerbitan SIPD oleh
Gubernur KDH Tk. I tembusannya disampaikan
kepada -Bupati/Welikotamadya KDH Tk I  vyang
bersangkutan dan Ka. Kanwil Departemen FU.

d. Rekomendasi "teknis yang disiapkan oleh
Hukum tertentu untuk penperbitan SIPD oleh
Bupati/Walikotamadya KDH Tk. 11, tembusannya
disampaikan kepada Gubernur KDH Tk. I dan Ka
Kanwil Departemen PU.

Badan

Fenerbitan SIPD.

3:73.

SIPD diterbitkan oleh Cubernur KDH Tk« s (g atau
Bupati/Walikotamadya KDH Tk. 1I dengan memperhatikan
rekomendasi teknis dan ketentuan—ketentuan administratip.

SIPD harus memuat secara lengkap dan utuh

semua

persyaratan teknis yang rercantum dalam rekomendasi

ek LE disamping ketentuan—ketentuan administratif
’

termasuk sanksi—-sanksi.

Dalam hal permohonan 8IFD disetujui, maka SIPD harus
sudah diterbitkan dalam waktu ﬁelumbatflambaﬁnya satu
bularn dari tanggal penyampasan rekomendasi teknis.

Dalam hal diperlukan studi NANDAL, maka S{PD harus sudah
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diterbitkan

Seldmbat

setelah di‘ser‘ahkannya_1amb'ltnya dalam waktu satu bulan

Stud. ANDAL yang bersangkutan.

Tembusan SIPD.

A.

Bagl Fenqusaha Pe

518D
sebagai berikut

)

Setiap
melaporkan
Jenderal Pengairan.

rtambamgan.

bagi
91 pengusaha per tambangan, tembusannya diatur

iézguszz:g diterbithan oleh Gubernur KDH Tk. I,

Nya disampaikan kepada
Bupatr/walikotamadya i Tk. IT.

- Ka Kanwil Departemen 1u.

= Kgpala Cabang Dinas PU/K
alran Dati 1.

epala Cabang Dinas Peng-

SIPD vy
Tk.

ang diterbitkan oleh Bupati/Walikotamadya KDH
II1, tembusannya disampaikan kepada :
Gubernur KDH Tk. 1.

Ka. Kanwil Departenen PU.

Kepala Dinas PU Dati I.

Kepala Cabang Dinas PU/Kepala Cabang Dinas Peng-
airan Dati I.

SIPD yang diterbitkan oleh Gubernur KDH Tk. I, atau
Bupati/WalikotamadyakKDH Tk. I1I untuk sungai yang
berada dalam wilayah <uatu Badan Hukum, tembusannya
diatur sebagai berikut

a. SIPD vyang diterbitkan Gubernur KDH Tk. I,
tembusannya disampaikan kepada : '

Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II.
- Ka Kanwil Departemen PU.
— Badan Hukum yanqg bersangkutan.

b. SIPD vyang diterbitkan Bupati/Walikotamadya KDH
Tk. II. tembusannya disampaikan kepada
— Gubernur KDH Tk. I.
- Ka Kanwil Departemen PU.
— Badan Hukum yang bersangkutan.

bulan Ka Kanwil Departemen PU diwajibkan untuk
u penerbitan SIPD tersebut kepada Direktur

10
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Bag: Pertambangan Rakyat.

mbusannya
Untuk SIPD bagi Pertimbangan Hakyst, te

disampaikan hkepada

{ inas
V] Kepala Cabang linas FU/Kepala Cabang Dina
Pengairan Dati 1. o
1.2, Camgt Kecamatan Wilayah yang bersangkuta

Kepala Cabang Dinas PU/Kepala Cabiﬁg E:Tzi
Pengairan Dati I wajyib melaporkén' sT ;ezarteaen
mengenai SIFD tersebut kipa?a Ka Kanwi

: & a Dinmas FU Data .
Zglzzguiisil Ka Kanwil DepartemeQ P melaporka?
mengenai hal tersebut kepada Direktur Jendera
Pengairan

Mhusus untuk sungal-sungai yang berada dldgigg
wilayah kerja suatu 3adan Hukum, tembusan
disampaikan kepada

2.1. Unit kerja yang ditunjuk, dari Eadan Hukum
yang bersangkutan
2.2. Camat Kecamatan wilayah yang bersangkutan.

Badan Hukum yang bersangkutan wajib melaporkan
setiap bulan mengenal penerbitan S1PD

tersebut kepada Ka Kanwil Departemen PU dan Direk-
tur Jenderal Pengairan.

Dava Laku SIPD.

SIPD berlaku untuk jangka waktu paling lama lima
tahun, baik untuk usaha pertambangan yang dilak-

sanakan oleh penqusaha pertambangan maupun per—
tambangan rakyat.

SIPD dapat dibekulan sementara

antara lain dalam
hal 5

a. terjadi Penyimpangan dalam batas—-batas
tertentu terhacap Persyaratan teknis SIPD.

b. berkurangnya deposit bahan galian golongan C
disungai.
€. timbul akibat-akihat

negatif yang cenderung
membahayakan sunga’,

SIPD dapat dicabut antara lain dalam hal =

a. terjadi Penyimpangan Serius

terhadap
Persyaratan tetnis SIpD.

L. SIPD ternyata gipindah tangantan.

11
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C. timbul akibal-akibat negatif yang sangat
membahayakan

Suagal .
3 o5 SIPD dapat dinya.akan batal antara lain dalam
hal : '

a. kondisa lapancan tidak memungklnkah laga
dilakukan penamlrangan, misalnya deposit bahan
galian golongan C habis.

L. pemegang SIPD mengundurkan dirl.

€. pemegang SIPD perorangan meninggal dunia.

d. terjadi force majeur misalnya bencana alam,
perang, perubahan kebijaksanaan pemerintah.

3.6.

Fembaharuan SIFD.

a. SIFD yang habiis masa berlakunya dapat
diperbaharui.

b. Tata cara pembaha:-uan SIPD mengikuti ketentuan

yvyang tercantum dalamn Bab 1n1i.

Permohonan pembaharuan SIPD harus sudah diajukan
tiga bulan sebelum waktu berakhirnya SIPD.

o8}
~J

Pemindah tamganan SIFD.

SIPD tidak dibenarkan cntuk dipindah tangankan kepa-
da pihak lain.

Ketentuan Peralihan tentang SIPD.

b. Dalam

Terhadap SIPD yang diterbitkan
keputusan 1ini dan masih daya laku, perlu
diadakan peninjauan kembali atas persyaratan teknisnya
serta kondisi sungal yvang bersangkutan.

sebelum berlakunya

mempunyai

Hasil peninjauan kembali dimaksud dikelompokkan
berikut :

sebagai

a. Dalam hal persyaratan teknis dianggap cukup baik
(mendekati persyaratan teknis dalam keputusan ini)
serta keadaan sungai tidal mengalami kerusakan,

maka
SIPD dapat diberlakukan sesuai dengan sisa masa
berlakunya SIPD yang bersangkutan maximum tiga tahun
setelah hasil peninjauan.

hal persyaratan teknis kurang baik

( Jauh dari
persyaratan teknis dalam keputusan ini

) mamun sungai
tidak mengalami kerusakan, maka SIPD dapat
diberlakukan sesual denge¢en sisa masa berlakunya SIPD

12



yang bersangkutan may L mum

- ai i
peninjauan, dengan catata S el
disesualkan dengan ketontuan—re ;

5 L 5
c. Untuk sungal yang menga.aml

SIPD vyang bersangkutan dicabut dan
tersebut dinyatakan tertutup

B A B V.
FPERSTIAFAN FELAKSANAAN.
Eagr Pengusaha Fertambangan
Sebelum pelalsanaan penambangan dimulai,
pertambangan wajib melakukan pekerjaan persiapan
meliputi
1. Mengadakan pengukuran lagangan yaitu penguku
areal penambangan disesuaikan dengan ketetapa
pemasangan patok-patok yang diperlukan.

Pekerjaan pengukuran tersebut meliputi :

1.1. Luas dan batas-batas dJaerah penambangan.

1.2. Pengukuran elevasi dasar sungai, tebal
lapisan perisai dasar sungai dalam
memanjang dan melintang seperti ters

Bab IV.

1.3. Segala sesuatu yang berkaitan dengan
pengukuran seperti dimaksud diatas ha

dengan persyaratan teknis serta pet
pengawas lapangan.

2. Patok-patok batas dan patck duga taraf dibua
bulat diameter 12 cm, pan:ang 1,50 m,
1,00 meter tertanam dalam tanah.

Pétok duga taraf yang akar dipakai sebagai
dibuat dari beton dengan tulangan prakti

penampang 20x20 cm2, panjang 1,50 meter dan

1,00 meter didalam tanah.

3. Papan nama perusahaan dibuat dengan ukuran 1

berdiri diatas dua tiang setinggi 2,50
permukaan tanah. . '
Papan nama tersebut antara lain memuat nama

?okaﬁi penambangan (Desa, Kecamatan dan
nomor SIPD berikut masa berlakunya.

4. 2
ZgTbuatanl kantor lapangan termasuk ruang
} llengkapi dengan peta situasi, peta denah,

13

tiga tahun setelah hasil

persyaratan teknisnya harus
dalam keputusan

Lerusakan yang cukup bgrat
sungal—sungal
bagi usaha penambangan.

pengusaha
pelaksanaan

ran kembala
n SIFD dan

dan jenis
potongan
ebut dalam

pekerjaan
rus sesuail
unjuk dari

t dari kayu

dengan ketentuan

tolok ukur
s, ukuran
tertanam

»00x1,50mZ
meter daria
perusahaan,

Kabupaten),

pengawas,
jadwal dan
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rencana kerja kegiatan, gJaftar peralatan kerja dan-lalnh
Tain gambar petunjul yang diper lukan didalam
pelal sanaan.

Fembuatarn gudang peralatan dan benghel herja sebagal
sarana penunjang.

Menunjul penanggung Jawab dan tenaga pelaksana
pelal sanaan penambangan .

Memperhuat dan/atau membuat jalan masuk dan jalan hantar
berikut jembatan/gorong-gorong yang diperlukan untuk
lalu-lintas alat-alat becar dan pengangkutan hasi1l bahan
galian. lLokas1 jalan tercebut ke kakl jembatan,sekuranq—
lurangy« berjaral SO meler darl wiung oprit.

Membuat bangunan pengaman sungal sesual dengan
pereyaratan teknis SIFD.

Bag1 Fer tambangan Rakyat.

Bag: pertambangan rahkyat pe-siapan pelaksanaan yang harus
dilakeanalan, meliputi hal-hal sebagal berikut

Femasangan patol batas dan patok duga tarat (lihat a.:

diatas, dengan catatan seluruhnya dibuat dari kayu bulat
diameter 12 cm).

Menun)uk penanggung Jawab dan tenaga—-tenaga pembantu
utama pelaksanaan penambangan.

AR N

FELAKSI HNARAN

Dagi Fengusaha Fertambangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan,

pengusaha pertambangan

diwajibkan melaksanakan kegiatan—kegiatan sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan Penambangan.

.1. Melaksanakan penambangan sesuai

.2. Melakukan pengamatan

dengan ketentuan—
ketentuan dan persyartan teknis SIPD dan petunjuk
pengawas lapangan.

rerhadap kerusakan vyang terjada
hangunan—-bangunan sungai dan
secepatnya kepada pengawas lapangan agar

sedini mungkin dapat diketahui kemungkinan bahaya yang
akan timbul.

pada sungai dan
melaporkan

[

Membuat catatan harian

kegliatan pelaksanaan yang
memuat antara lain jumlah

pekerja, operasi peralkatan,
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